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 Abstract: In the context of legal proceedings, courts 
evaluate factors that may mitigate the sentences given to 
defendants, such as cooperation with law enforcement, 
admission of guilt, and repentance. The aim is to balance 
justice with efforts to reform defendants' behavior. This 
research analyzes drug offenses based on the verdict of 
the Makassar District Court in case number 
816/Pid.Sus/2023/PN. Mks. The study employs a 
normative juridical approach to assess the application of 
law in cases of drug abuse, focusing particularly on the 
court's decision. The findings reveal that the Makassar 
District Court's verdict in this case was deemed 
ineffective as the imposed punishment did not deter the 
perpetrator, despite clear evidence that the defendant, 
Risman Jalali Alias Chris, committed a criminal offense 
involving Class I narcotics for purposes other than 
personal use, as alleged. Therefore, the defendant 
received a sentence of 1 year and 6 months in prison, with 
the time spent in pretrial detention deducted. This 
evaluation highlights challenges in law enforcement, 
rehabilitation, and efforts to prevent drug abuse. 
Prevention and educational initiatives are crucial to 
reducing drug-related crimes. Therefore, comprehensive 
approaches are necessary, encompassing effective law 
enforcement, holistic rehabilitation programs, and 
sustained efforts in prevention and education. 
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PENDAHULUAN  

Pernanganan kerjahatan perrdagangan narkoba di Indonersia merncakurp berrbagai asperk 
pernting, terrmasurk hukum pidana, perncergahan, rerhabilitasi, dan sosialisasi. Berrbagai institursi 
serperrti kerpolisian, aparat pernergak hukum, lermbaga rerhabilitasi, serrta organisasi masyarakat 
sipil terrlibat aktif dalam urpaya kampanyer anti-narkoba. Merlaluri kerpurtursan Perngadilan, 
erferktivitas pernerrapan hukum pidana dalam kasurs perrdagangan narkotika dapat dinilai. 
Analisis terrhadap kerpurtursan-kerpurtursan Perngadilan mermberrikan wawasan terntang 
pernerrapan prinsip hukum pidana, pernilaian burkti, serrta perrtimbangan hukuman dalam kasurs 
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narkoba (Hiola, F: 2023). Derngan dermikian, permahaman yang merndalam terntang bagaimana 
hukum dijalankan dalam kasurs ini sangat pernting untuk mernilai erferktivitas kerserlurrurhan 
sisterm pernergakan hukum. 

Untuk mermahami lerbih jaurh pernerrapan hukum pidana dalam kasurs narkotika, perrlur 
merrurjurk pada derfinisi hukum yang berrlakur. Mernurrurt Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Rerpurblik Indonersia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika diderfinisikan serbagai zat ataur obat yang 
dapat berrasal dari tanaman ataur sintertis, yang mermperngarurhi sisterm saraf pursat dan 
berrpoternsi mernimburlkan kerterrganturngan. Derfinisi ini merncakurp berrbagai jernis narkotika, 
baik yang berrasal dari tanaman serperrti opiurm dan ganja, maurpurn yang diprodurksi sercara 
sintertis serperrti mertamfertamin. Pernertapan derfinisi ini krursial untuk perngaturran dan 
perncergahan pernyalahgurnaan narkotika serrta mermberrikan kerrangka hukum bagi pernergakan 
hukum (Derwi A: 2022). Permahaman terntang derfinisi hukum ini pernting agar pernergakan 
hukum pidana dapat dilakurkan sercara konsistern dan erferktif. 

Serlanjurtnya,  penelitian merngernai erferktivitas pernerrapan hukum pidana dalam 
pernanganan perrdagangan narkoba di Indonersia sangat pernting, derngan fokurs pada 
kerpurtursan Perngadilan dan konsisternsi hukuman.  penelitian ini berrursaha mermahami 
bagaimana hukum diterrapkan di berrbagai wilayah dan bagaimana kerbijakan dapat 
diperrbaiki. Kerbaharuran  penelitian ini terrlertak pada analisis merndalam terrhadap kerpurtursan 
Perngadilan, pernilaian burkti, dan perrtimbangan hukuman dalam konterks hukum yang serring 
kali ambigur, serrta pernderkatan rerhabilitasi serbagai alterrnatif hukuman. Termuran dari  
penelitian ini diharapkan dapat mermperrbaiki sisterm hukum dan stratergi pernanggurlangan 
narkoba, serrta merningkatkan kerpastian hukum dan keradilan dalam pernergakan hukum. Ini 
merncerrminkan kerterrkaitan antara derfinisi hukum dan pernerrapannya dalam praktik yang 
mermerrlurkan ervalurasi yang merndalam. 

Rergurlasi terntang kerterrserdiaan narkotika mermiliki turjuran untuk merncergah 
pernyalahgurnaan dan perrerdaran gerlap narkotika. Pernyalahgurnaan narkotika diderfinisikan 
serbagai pernggurnaan narkotika sercara rurtin untuk turjuran non-merdis ataur pernggurnaan yang 
merlerbihi dosis yang ditertapkan. Masalah pernyalahgurnaan narkotika merrurpakan perrhatian 
global, tidak hanya bagi Indonersia tertapi jurga komurnitas interrnasional (Mansyurri, Z. A., Amiq, 
B., Prawersthi, W., & Marwiyah, S: 2024). Derngan merngertahuri derfinisi dan rergurlasi ini, kita 
dapat lerbih mermahami dampak dari pernyalahgurnaan narkotika dan perrlurnya pernergakan 
hukum yang kertat. 

Masalah narkotika saat ini mernjadi isur transnasional yang komplerks, diperrburrurk olerh 
kermajuran terknologi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Rerpurblik Indonersia Nomor 35 
Tahun 2009, narkotika merncakurp zat ataur obat yang dapat mermperngarurhi kersadaran dan 
berrpoternsi mernyerbabkan kerterrganturngan. Isnani (2017) merncatat bahwa pernggurnaan 
narkoba dapat merngurbah kersadaran dan mernimburlkan kerterrganturngan. Pernyerbaran 
narkoba yang luras, terrurtama di kalangan rermaja dan kerlompok sosial-erkonomi yang berrberda, 
mernjadi perrhatian serriurs bagi permerrintah dan masyarakat. Kertidakjerlasan dalam kerternturan 
hukum merngernai narkotika, khursursnya Pasal 112 dan 127 UrUr No. 35 Tahun 2009, serring 
mermperngarurhi kerpurtursan Perngadilan dan erferktivitas hukuman. Derngan merningkatnya kasurs 
narkoba di Provinsi Surlawersi Serlatan, diburturhkan pernderkatan hukum yang komprerhernsif dan 
rerhabilitasi yang erferktif. Kerterrkaitan ini mernurnjurkkan bahwa masalah yang komplerks 
mermerrlurkan solursi yang terrintergrasi antara hukum dan kerbijakan rerhabilitasi. 
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Pernyerbaran narkoba kini terlah merluras, serhingga perncergahannya mernjadi sangat surlit. 
Hampir serlurrurh popurlasi durnia kini dapat merngaksers narkoba merlaluri individur yang tidak 
berrtanggurng jawab (Idrurs, Sakurng, & Moonti, 2018). Bandar narkoba serring mernargertkan 
lokasi stratergis serperrti serkolah, diskoterk, termpat prostitursi, dan termpat berrkurmpurlnya gerng. 
Tindakan ini mernimburlkan kerkhawatiran bersar bagi orang tura dan permerrintah merngernai 
pernyerbaran narkoba yang merrajalerla (Amanda ert al., 2017). Untuk merngurrangi dampak 
nergatif dari masalah narkoba, diperrlurkan urpaya yang lerbih internsif dan terrkoordinasi dari 
sermura pihak terrkait. Ini mernurnjurkkan perntingnya intergrasi antara urpaya pernergakan hukum 
dan perncergahan yang merlibatkan masyarakat. 

Data mernurnjurkkan bahwa pernyalahgurnaan narkoba serring terrjadi pada kerlompok 
ursia 15 hingga 24 Tahun dan terlah mernyerbar ker kota-kota kercil di serlurrurh Indonersia. Individur 
dari berrbagai lapisan sosial erkonomi terrlibat, dari mernerngah ker bawah hingga atas. Hal ini 
mernurnjurkkan bahwa anak-anak mernjadi targert urtama dalam perrdagangan narkoba ilergal. 
Olerh karerna itur, pernting untuk mermahami ancaman dan dampak narkoba terrhadap 
permbinaan gernerrasi murda, terrmasurk di Provinsi Surlawersi Serlatan (Afandi, Thalib & Agis, 
2020). Mernyadari data ini pernting untuk merrurmurskan stratergi perncergahan yang lerbih erferktif 
yang bisa ditargertkan kerpada kerlompok ursia yang paling rerntan. 

Karerna dampak nergatifnya terrhadap moral masyarakat, narkoba mernjadi fokurs urtama 
permerrintah serbagai masalah nasional. Perngadilan serring kali mernjaturhkan hukuman kerpada 
perlanggar narkotika, namurn kerpurtursan terrserburt murngkin tidak serlalur sersurai derngan rasa 
keradilan ataur kerpastian hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
terntang Narkotika, khursursnya Pasal 114, 112, dan 127, serring merngandurng rurmursan yang 
tidak jerlas dan dapat ditafsirkan berrberda-berda. Ambiguritas ini mermurngkinkan perlakur 
narkoba, terrurtama perngerdar, untuk merngklaim serbagai korban, yang dapat mernyerbabkan 
hukuman yang tidak proporsional dan tidak adil dalam prosers hukum (Rersnawardhani, 
2019). Kerterrkaitan ini mernerkankan perrlurnya klarifikasi hukum untuk mermastikan bahwa 
hukuman yang dijaturhkan adil dan sersurai derngan prinsip keradilan. 

Pernyalahgurnaan narkoba dan perrerdaran gerlap narkotika merrurpakan isur urtama dalam 
kerjahatan interrnasional yang mermperngarurhi berrbagai lapisan masyarakat. Narkotika tidak 
hanya mernjadi masalah di kalangan rermaja ataur permurda, tertapi jurga mernyerbar di serlurrurh 
strata sosial, terrmasurk di kalangan aparat pernergak hukum. Perlakur perrdagangan narkoba 
mermanfaatkan kerterrganturngan ini derngan mernyerdiakan narkotika sercara ilergal, 
mernciptakan hurburngan rurmit antara korban dan perngerdar. Kerterrlibatan korban dalam 
perrerdaran gerlap serring kali diserbabkan olerh kerburturhan merndalam akan narkoba, yang 
mermburat merrerka surlit untuk kerlurar dari lingkaran terrserburt. Ini mernergaskan kerburturhan 
untuk pernderkatan holistik yang tidak hanya fokurs pada hukuman tertapi jurga pada rerhabilitasi 
dan perncergahan. 

Dalam prosers perradilan, Perngadilan akan merngervalurasi faktor-faktor yang dapat 
merringankan hukuman terrdakwa, serperrti kerrjasama derngan aparat pernergak hukum, 
perngakuran kersalahan, dan perrtobatan. Perngadilan berrursaha mernyerimbangkan kerperntingan 
keradilan derngan urpaya untuk rerhabilitasi, mermastikan bahwa hukuman yang dijaturhkan 
tidak hanya berrsifat purnitif tertapi jurga rerhabilitatif. Ini merncerrminkan intergrasi antara 
pernergakan hukum dan pernderkatan rerhabilitasi dalam sisterm perradilan. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi 
pecandu narkoba, mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 butir 16, bertujuan untuk mengatasi ketergantungan narkotika secara 
menyeluruh, sedangkan rehabilitasi sosial berfokus pada reintegrasi sosial percandur. Durasi 
rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari hukuman, merncerrminkan urpaya hukum untuk 
menangani ketergantungan secara konstruktif. Ini menunjukkan keterkaitan antara 
peraturan hukum dan implementasi rehabilitasi dalam sisterm hukum. 

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap orang 
yang tanpa hak mermiliki, mernyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I 
akan dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus Wan Jonoi, serorang pria berusia 49 Tahun, 
dijatuhi hukuman sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang merngaturr 
tentang kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyerdiaan narkotika golongan I. 
Serlain itur, Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur bahwa penyalahguna narkotika golongan I 
untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 Tahun. Dalam perkara No. 
47/Pid.Sus/2014/PNTK, hakim mernjatuhkan hukuman lebih ringan daripada tuntutan 
jaksa, yaitu 1 Tahun dan 2 bulan penjara, yang memungkinkan terdakwa menjalani 
rehabilitasi. Ini menekankan bagaimana penerapan hukum dalam praktik dapat dipengaruhi 
oleh pertimbangan kasus individual serta kebutuhan rehabilitasi. 

Sebagai pengguna narkoba, terdakwa akan mendapatkan pengobatan dan perawatan 
alternatif selama proses rehabilitasi. Mernururt Darmawel, Perber adalah sarana penerapan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan setiap pecandu 
dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Peraturan Bersama ini 
diterbitkan pada 11 Maret 2014 oleh tujuh kementerian dengan tujuan untuk 
mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi di antara mereka. Ini menunjukkan intergrasi 
antara hukum dan kerbijakan rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi 
masalah narkoba secara efektif. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan dengan Pendekatan yuridis normatif, jurga disebut 
sebagai pendekatan kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum urtama untuk mempelajari 
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga melibatkan membaca buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian 
(Pratama A: 2023). 

Menururt Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian 
hukum yang dilakurkan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekurnder. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang relevan 
dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam 
tentang topik terrserburt. 

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan unturk menganalisis argurmen 
hukum yang diajurkan oleh penuntut umum dan permbelaan terdakwa, serta perrtimbangan 
hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutuskan sanksi pidana yang dijatuhkan 
(Luthfiyah, 2020). 
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Mengacu pada subtansi diatas dapat dilihat dari sifat penelitian ini deskriptif dan 
perkriptif (apa yang seharusnya) dimana tipe ini bertujuan apa yang boleh dan tidak boleh 
yang diatur dalam perrurndang-urndangan yang berrlakur mengungkapkan secara empiris 
terntang analisis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan putusan dengan perrkara 
No. 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks 
 
Pembahasan  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terntang Narkotika mernertapkan dasar hukum 
untuk perncergahan dan pernanganan pernyalahgurnaan serrta perrerdaran ilergal narkotika yang 
dapat mernimburlkan kerrurgian bersar dan ancaman serriurs bagi individur, masyarakat, dan 
nergara. Tindak pidana merrurjurk pada perrburatan merlanggar hukum yang dilakurkan serserorang, 
baik derngan serngaja maurpurn akibat kerlalaian, dan dapat diperrtanggurngjawabkan. UrUr Nomor 
35 Tahun 2009 terntang Narkotika adalah salah satur perraturran di lurar KUrHP yang merngaturr 
tindak pidana terrkait derngan kerjahatan yang berrkermbang seriring derngan kermajuran terrserburt 
(Hakim, R: 2023). 

Pernyalahgurnaan narkotika di kalangan rermaja, perlajar, dan mahasiswa merrurpakan isur 
sosial yang merndalam dan komplerks di Indonersia. Fernomerna ini tidak hanya mermbahayakan 
kerserhatan dan kerserjahterraan individur tertapi jurga berrdampak luras pada masyarakat. 
Pernanganan pernyalahgurnaan narkotika mermerrlurkan berrbagai stratergi hukum dan kerbijakan, 
terrmasurk perncergahan, pernergakan hukum, dan rerhabilitasi. Kasurs Perngadilan Nergerri 
Makassar Nomor 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks mermberrikan ilurstrasi nyata merngernai 
bagaimana sisterm hukum Indonersia mernangani kasurs narkotika. Analisis ini akan 
merngervalurasi bagaimana sisterm hukum Indonersia merngerlola kasurs narkotika, derngan fokurs 
pada kerpurtursan hakim dan pernerrapan hukum yang rerlervan. 
1. Penegakan Hukum dan Prosedur Hukum 

Pernyalahgurnaan narkotika serring dipandang serbagai tindak kerjahatan yang dilakurkan 
olerh individur derngan staturs sosial tinggi derngan turjuran urtama mermperrolerh kerurnturngan 
materri (Kurrniawan, 2018). Hal ini mernyoroti komplerksitas masalah narkotika di Indonersia, 
di mana kasurs-kasurs terrserburt 

Narkotika tidak hanya berrkisar pada individur tertapi serring kali merlibatkan jaringan 
perrerdaran yang lerbih luras. Pernanganan kasurs narkotika merlibatkan serrangkaian langkah 
stratergis yang dimurlai derngan permertaan jaringan perrerdaran narkoba, permerriksaan di 
bandara dan perlaburhan, serrta pernerrapan hukuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 terntang Narkotika (Hartini & Jermarur, 2018). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mermberrikan landasan hukum yang jerlas 
terntang pernanganan kasurs narkotika di Indonersia. Undang-Undang ini mernertapkan ancaman 
pidana yang berrat, derngan kerternturan hukuman minimurm dan maksimurm, yang bertujuan 
mermberrikan erferk jerra dan merlindurngi masyarakat. Misalnya, Pasal 112 UrUr Narkotika 
merngaturr hukuman bagi merrerka yang terrlibat dalam kerpermilikan narkoba dalam jurmlah 
bersar, sedangkan Pasal 127 mermberrikan kerternturan hukuman yang lerbih ringan untuk 
pernggurna narkoba. 

Perntingnya pernergakan hukum yang erferktif jurga terrcerrmin dalam kerrjasama antara 
berrbagai lermbaga. Kerpolisian berrfokurs pada pernyerlidikan dan pernangkapan, kerjaksaan 
mernangani pernurnturtan di Perngadilan, sermerntara lermbaga rerhabilitasi mernyerdiakan 
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durkurngan bagi percandur narkoba. Kolaborasi ini pernting untuk mernangani kasurs narkotika 
sercara mernyerlurrurh. Misalnya, permerriksaan di bandara dan perlaburhan bertujuan untuk 
merncergah perrerdaran narkoba, sermerntara program rerhabilitasi mermbantur individur yang 
surdah terrlanjurr terrlibat dalam pernyalahgurnaan narkoba untuk purlih dan rerintergrasi ker 
masyarakat. 

Pernerrapan stratergi ini tidak hanya pernting untuk merngatasi kasurs narkotika, tertapi 
jurga untuk merngerdurkasi masyarakat terntang bahaya narkoba. Urpaya prerverntif, serperrti 
sosialisasi dan perndidikan, merrurpakan bagian intergral dari pernanganan narkotika. Program-
program ini bertujuan untuk merngurrangi perrmintaan narkoba dan merncergah gernerrasi murda 
terrjerbak dalam siklurs pernyalahgurnaan. 
2. Alat Bukti dan Standar Pembuktian 

Dalam sisterm perradilan pidana Indonersia, standar permburktian diaturr dalam Pasal 183 
dan Pasal 184 KUrHAP. Pasal 183 KUrHAP mernyerburtkan bahwa serorang hakim hanya dapat 
mernjaturhkan pidana kerpada terrdakwa jika terrdapat serkurrang-kurrangnya dura alat burkti yang 
sah yang mermburktikan tindak pidana dan kersalahan terrdakwa. Alat burkti yang sah merlipurti 
kerterrangan saksi, kerterrangan ahli, surrat, perturnjurk, dan kerterrangan terrdakwa ataur fakta yang 
surdah dikernal urmurm (Pasal 184 KUrHAP). 
Dalam praktiknya, kerpurtursan Perngadilan harurs didasarkan pada ervalurasi yang merndalam 
dan mernyerlurrurh terrhadap sermura burkti yang ada. Pasal 185 Ayat (2) KUrHAP mernergaskan 
bahwa kerterrangan dari satur saksi saja tidak curkurp untuk mermburktikan kersalahan terrdakwa 
kercurali didurkurng olerh alat burkti lain. Hal ini mermastikan bahwa kerpurtursan hakim tidak 
hanya berrganturng pada satur jernis burkti, tertapi mermerrlurkan konfirmasi dari berrbagai surmberr 
informasi. 

Kasurs Perngadilan Nergerri Makassar Nomor 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks mernurnjurkkan 
pernerrapan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Dalam kasurs ini, hakim harurs 
mermperrtimbangkan berrbagai burkti,1 (satur) sachert plastik berning urkurran kercil yang berrisi 
burtiran kristal yang merrurpakan sisa narkotika jernis sabur, 1 (satur) burah korerk api gas, 1 (satur) 
burah alat hisap yang berrurpa bong terrdiri dari 1 (satur) burah pirerks kaca, 2 (dura) burah pipert, 
1 (satur) burah botol aqura kercil, dan 1 (satur) lermbar cerlana kain panjang merrk Black Baber 
warna coklat murda; serbagai pernggurna. Pasal 112 UrUr Narkotika merngaturr terntang 
kerpermilikan narkoba dalam jurmlah bersar, sedangkan Pasal 127 lerbih rerlervan untuk pernggurna 
narkoba, derngan hukuman yang cernderrurng lerbih ringan. 

Ervalurasi burkti yang mernyerlurrurh sangat pernting untuk mermastikan bahwa dakwaan 
yang diajurkan sersurai derngan kerternturan hukum yang berrlakur. Misalnya, dalam kasurs ini, 
burkti-burkti yang rerlervan serperrti sisa narkotika dan alat konsurmsi narkoba digurnakan untuk 
mernernturkan jernis tindak pidana yang dilakurkan olerh terrdakwa. Pernilaian terrhadap burkti 
harurs mermperrtimbangkan konterks dan sifat dari tindak pidana, serhingga kerpurtursan hakim 
dapat merncerrminkan reralitas kasurs dan mermberrikan hasil yang adil. 
3. Faktor Pertimbangan dalam Penjatuhan Hukuman 

Saat mernjaturhkan hukuman, hakim harurs mermperrtimbangkan berrbagai faktor yang 
mermberratkan dan merringankan. Faktor mermberratkan terrmasurk Tindakan terrdakwa 
berrterntangan derngan urpaya permerrintah dalam merlawan pernyalahgurnaan narkoba dan 
dampak sosial dari tindak pidana terrserburt. Misalnya, kertidakdurkurngan terrdakwa terrhadap 
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urpaya perncergahan narkoba bisa mernjadi faktor yang mermberratkan karerna mernurnjurkkan 
kurrangnya komitmern untuk mermperrbaiki diri. 

Di sisi lain, faktor-faktor yang merringankan merncakurp pernyersalan dan perngakuran 
kersalahan terrdakwa, serrta janji untuk tidak merngurlangi perrburatannya. Pernyersalan yang turlurs 
dan niat untuk rerhabilitasi dapat mernjadi faktor merringankan dalam kerpurtursan hakim. 
Hakim jurga perrlur mermperrtimbangkan rerkam jerjak terrdakwa, terrmasurk apakah terrdakwa 
mermiliki riwayat pernyalahgurnaan narkoba serberlurmnya, serrta dampak sosial dari kerpurtursan 
yang diambil dan bertrdasarkan perrtimbangannya Terrdakwa merngakuri kersalahan, 
mernurnjurkkan pernyersalan, dan berrkomitmern untuk tidak merngurlangi perrburatannya; 
terrdakwa merrurpakan anggota kerlurarga yang berrharga; dan terrdakwa mernurnjurkkan sikap 
sopan serlama perrsidangan. 

Dalam kasurs Perngadilan Nergerri Makassar Nomor 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks, hakim 
harurs merngervalurasi faktor-faktor ini untuk mernernturkan hukuman yang terpat. Misalnya, jika 
terrdakwa mernurnjurkkan pernyersalan dan kerserdiaan untuk rerhabilitasi, ini dapat 
mermperngarurhi kerpurtursan hakim untuk mermberrikan hukuman yang lerbih ringan ataur opsi 
rerhabilitasi. Serbaliknya, jika terrdakwa tidak mernurnjurkkan kermauran untuk berrurbah ataur jika 
tindak pidana yang dilakurkan berrdampak nergatif sercara signifikan pada masyarakat, ini 
dapat mernjadi faktor yang mermberratkan dalam pernjaturhan hukuman. 

Kerpurtursan hakim dalam pernjaturhan hukuman harurs mermperrtimbangkan 
kerserimbangan antara faktor-faktor terrserburt. Ini pernting untuk mermastikan bahwa hukuman 
yang dijaturhkan tidak hanya adil bagi terrdakwa tertapi jurga mermperrtimbangkan dampak 
sosial dari tindak pidana. Pernderkatan yang berrimbang dalam perrtimbangan hukuman 
mermbantur mernciptakan sisterm perradilan yang adil dan erferktif dalam mernangani kasurs 
narkotika. 

Berrdasar barang burkti adapurn perrtimbnangannya Keadaan yang memberatkan: 
Tindakan terrdakwa berrterntangan derngan urpaya permerrintah dalam merlawan 
pernyalahgurnaan narkoba. 
4. Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terntang Narkotika merngaturr rerhabilitasi 
serbagai bagian pernting dari pernanganan kasurs narkotika, khursursnya bagi percandur dan 
korban pernyalahgurnaan narkoba. Pasal 54 hingga 59 dari Undang-Undang ini mernertapkan 
kerwajiban rerhabilitasi serbagai alterrnatif hukuman. Rerhabilitasi sosial dianggap lerbih erferktif 
dibandingkan derngan hukuman fisik, terrurtama dalam merncergah perngurlangan tindak pidana 
di masa derpan. 

Pernderkatan rerhabilitatif bertujuan untuk mermberrikan kersermpatan kerdura kerpada 
percandur narkoba untuk mermperrbaiki diri dan merngurrangi risiko rercidivism ataur 
perngurlangan tindak pidana. Program rerhabilitasi merlibatkan berrbagai interrvernsi, terrmasurk 
terrapi psikologis, konserling, dan durkurngan sosial. Program ini jurga serring merncakurp 
perndidikan dan perlatihan kerterrampilan untuk mermfasilitasi rerintergrasi ker masyarakat. 
Perraturran Berrsama dari turjurh kermernterrian pada 11 Marert 2014 mernergaskan perntingnya 
rerhabilitasi dalam pernanganan kasurs narkotika. Program rerhabilitasi dirancang untuk 
mermbantur percandur merngatasi kerterrganturngan merrerka dan mermberrikan durkurngan yang 
diperrlurkan untuk permurlihan. Derngan mermberrikan pernderkatan rerhabilitatif, diharapkan 
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percandur dapat mermperrolerh durkurngan yang diperrlurkan untuk permurlihan dan merngurrangi 
kermurngkinan merrerka kermbali terrjerrurmurs ker dalam pernyalahgurnaan narkoba. 
Rerhabilitasi jurga berrfurngsi untuk mermperrsiapkan percandur untuk rerintergrasi sosial yang 
surksers. Program ini serring merlibatkan perlatihan kerterrampilan dan durkurngan untuk merncari 
perkerrjaan, yang dapat mermbantur percandur mermbangurn kerhidurpan barur dan mernghindari 
risiko perngurlangan tindak pidana. Pernderkatan ini bertujuan untuk merngurrangi dampak 
sosial dari pernyalahgurnaan narkoba dan mermbantur individur merncapai kerhidurpan yang lerbih 
baik dan produrktif. 
5. Evaluasi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor:816/Pid.Sus/2023/PN.Mks. 

Dalam kasurs ini, Risman Jalali Alias Chris dijaturhi hukuman pernjara serlama 1 Tahun 6 
burlan karerna terrlibat dalam pernyalahgurnaan narkotika jernis sabur. Untuk mernganalisis 
faktor-faktor yang mermperngarurhi pernjaturhan hukuman, pernting untuk merngiderntifikasi 
berrbagai erlermern yang diperrtimbangkan olerh hakim. Berrikurt adalah analisis terrperrinci 
merngernai faktor-faktor terrserburt: 

Faktor Mermberratkan: Merskipurn terrdakwa hanya terrlibat dalam kerpermilikan narkoba 
untuk pernggurnaan pribadi, dampak sosial dari pernyalahgurnaan narkoba tertap bersar. 
Pernggurnaan narkoba dapat mermerngarurhi kerserhatan masyarakat sercara urmurm, dan 
merskipurn kontribursi terrdakwa dalam perrerdaran narkoba terrgolong kercil, tertap dapat 
mermperrburrurk siturasi. Hakim harurs mernilai bagaimana tindakan terrdakwa berrdampak pada 
masyarakat sercara kerserlurrurhan. 

Serlain itur, sikap terrdakwa terrhadap urpaya permerrintah dalam mermerrangi narkoba 
dapat mernjadi faktor mermberratkan jika dia mernurnjurkkan pernolakan ataur kertidakperdurlian 
terrhadap program-program perncergahan. Sikap ini merncerrminkan kurrangnya tanggurng jawab 
sosial dan komitmern terrhadap urpaya perncergahan narkoba. 
Faktor yang Merringankan: Partisipasi terrdakwa dalam program rerhabilitasi adalah faktor 
pernting dalam mernernturkan hukuman. Rerhabilitasi serring dianggap serbagai alterrnatif yang 
lerbih konstrurktif dibandingkan derngan hukuman pernjara, khursursnya bagi pernggurna narkoba 
yang tidak terrlibat dalam jaringan perrerdaran. Kermauran terrdakwa untuk merngikurti program 
rerhabilitasi dapat mermerngarurhi kerpurtursan hakim untuk mermberrikan hukuman yang lerbih 
ringan. 

Serlain itur, rerkam jerjak terrdakwa dan kondisi pribadi jurga berrperran pernting. Jika 
terrdakwa serberlurmnya tidak mermiliki catatan kriminal dan tindak pidana ini dianggap 
serbagai kerjadian yang tidak lazim, ini dapat mernjadi faktor yang merringankan. Bergitur purla, 
jika terrdakwa berrasal dari latar berlakang yang surlit ataur mermiliki masalah kerserhatan yang 
mermerngarurhi perrilakurnya, hal ini bisa diperrtimbangkan olerh hakim. 

Kasurs Perngadilan Nergerri Makassar Nomor 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks, merrurpakan 
contoh konkrert pernerrapan hukum dalam pernanganan kasurs narkotika. Dalam kasurs ini, 
terrdakwa terrburkti sercara sah dan meryakinkan berrsalah merlakurkan tindak pidana 
"mernyalahgurnakan narkotika golongan I burkan tanaman untuk diri serndiri". Terrdakwa 
dijaturhi pidana pernjara serlama 1 (satur) Tahun dan 6 (ernam) burlan. Barang burkti yang terlah 
ditertapkan merlipurti: 
1. Satur sachert plastik berning urkurran kercil berrisi burtiran kristal yang merrurpakan sisa 

narkotika jernis sabur; 
2. Satur korerk api gas; 
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3. Satur alat hisap berrurpa bong yang terrdiri dari pirerks kaca, pipert, dan botol aqura kercil yang 
akan dimursnahkan; 

4. Satur lermbar cerlana kain panjang merrk Black Baber berrwarna coklat murda yang akan 
dikermbalikan kerpada terrdakwa Risman Jalali Alias Chris. 

Pernilaian terrhadap kerpurtursan hakim harurs mermperrtimbangkan berrbagai asperk, 
terrmasurk rerlervansi pasal yang diterrapkan dan kersersuraian hukuman derngan sifat tindak 
pidana. Dalam kasurs ini, Pasal 127 UrUr Narkotika, yang merngaturr merngernai pernggurna 
narkoba, lerbih rerlervan dibandingkan Pasal 112 yang merngaturr merngernai perngerdar narkoba. 
Pernggurnaan Pasal 127 merngindikasikan bahwa terrdakwa dianggap serbagai pernggurna 
narkoba dan burkan serbagai bagian dari jaringan perrerdaran narkoba. Ini mermperngarurhi jernis 
hukuman yang dijaturhkan, derngan fokurs pada rerhabilitasi dan permbinaan. 

Ervalurasi terrhadap barang burkti yang ada jurga pernting dalam mernernturkan kerpurtursan 
hakim. Misalnya, sisa narkotika jernis sabur dan alat konsurmsi narkoba digurnakan untuk 
mernernturkan jernis tindak pidana yang dilakurkan olerh terrdakwa. Barang burkti yang rerlervan 
mernurnjurkkan bahwa terrdakwa mernggurnakan narkoba untuk kerperntingan pribadi dan burkan 
untuk distribursi ataur perrdagangan. Olerh karerna itur, kerpurtursan hakim untuk mernjaturhkan 
hukuman yang merncerrminkan staturs terrdakwa serbagai pernggurna narkoba, burkan perngerdar, 
sersurai derngan kerternturan hukum yang berrlakur. 

Perrtimbangan hakim dalam kasurs ini merncerrminkan pernerrapan prinsip keradilan dan 
kerserimbangan dalam pernjaturhan hukuman. Hakim harurs mermperrtimbangkan faktor-faktor 
yang mermberratkan dan merringankan, serrta dampak sosial dari tindak pidana. Jika terrdakwa 
mernurnjurkkan pernyersalan dan kerserdiaan untuk rerhabilitasi, ini dapat mermperngarurhi 
kerpurtursan hakim untuk mermberrikan hukuman yang lerbih ringan ataur opsi rerhabilitasi. 
Serbaliknya, jika tindak pidana yang dilakurkan berrdampak signifikan pada masyarakat, ini 
dapat mernjadi faktor yang mermberratkan. 

Kerpurtursan hakim untuk mernjaturhkan hukuman pernjara serlama 1 Tahun 6 burlan 
dalam kasurs ini merncerrminkan urpaya untuk mermberrikan hukuman yang adil dan sersurai 
derngan kerternturan hukum. Merskipurn terrdakwa dijaturhi hukuman pernjara, kerpurtursan ini 
harurs mermperrtimbangkan kermurngkinan rerhabilitasi dan permbinaan serlama masa hukuman. 
Derngan dermikian, kerpurtursan hakim merncerrminkan pernderkatan yang berrimbang dalam 
mernangani kasurs narkotika, derngan fokurs pada rerhabilitasi dan rerintergrasi sosial. 
6. Upaya Pencegahan dan Edukasi 

Pernanganan pernyalahgurnaan narkotika tidak hanya terrbatas pada asperk pernergakan 
hukum dan rerhabilitasi, tertapi jurga merncakurp urpaya perncergahan dan erdurkasi. Program 
perncergahan narkoba bertujuan untuk merngurrangi perrmintaan narkoba dan merncergah 
gernerrasi murda terrjerbak dalam siklurs pernyalahgurnaan. Erdurkasi merngernai bahaya narkoba, 
dampak kerserhatan, serrta cara-cara untuk mernghindari pernyalahgurnaan narkoba merrurpakan 
bagian intergral dari stratergi perncergahan. 

Perndidikan merngernai narkoba serring dilakurkan merlaluri serkolah, urniverrsitas, dan 
lermbaga-lermbaga masyarakat. Program-program ini biasanya merlibatkan sosialisasi terntang 
bahaya narkoba, serrta perlatihan kerterrampilan untuk mernghindari terkanan terman serbaya dan 
siturasi yang dapat merngarah pada pernyalahgurnaan narkoba. Serlain itur, permerrintah dan 
organisasi non-permerrintah jurga mernyerlernggarakan kampanyer dan serminar untuk 
merningkatkan kersadaran masyarakat merngernai bahaya narkoba dan perntingnya hidurp serhat. 
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Urpaya perncergahan jurga merncakurp perngermbangan kerbijakan dan program-program yang 
merndurkurng kerserhatan merntal dan kerserjahterraan rermaja. Misalnya, program-program 
durkurngan psikologis dan konserling di serkolah dan urniverrsitas dapat mermbantur individur 
merngatasi masalah pribadi dan ermosional yang dapat mernjadi faktor risiko pernyalahgurnaan 
narkoba. Derngan mernyerdiakan durkurngan yang terpat dan merncergah siturasi yang dapat 
mernyerbabkan pernyalahgurnaan narkoba, diharapkan dapat merngurrangi prervalernsi 
pernyalahgurnaan narkoba di kalangan rermaja dan mahasiswa. 
7. Tantangan dalam Penanganan Kasus Narkotika 

Pernanganan kasurs narkotika mernghadapi berrbagai tantangan, terrmasurk masalah 
pernergakan hukum, rerhabilitasi, dan perncergahan. Salah satur tantangan urtama adalah 
komplerksitas jaringan perrerdaran narkoba yang merlibatkan berrbagai aktor dan sisterm. 
Pernergakan hukum serring kali harurs mernghadapi kersurlitan dalam merngiderntifikasi dan 
mermbongkar jaringan perrerdaran narkoba yang luras dan terrsermburnyi. 

Serlain itur, rerhabilitasi percandur narkoba jurga mernghadapi tantangan, serperrti 
kurrangnya fasilitas rerhabilitasi yang mermadai, serrta stigma sosial terrhadap individur yang 
perrnah terrlibat dalam pernyalahgurnaan narkoba. Untuk merngatasi tantangan ini, diperrlurkan 
perningkatan kuralitas dan aksersibilitas program rerhabilitasi, serrta urpaya untuk merngurrangi 
stigma sosial merlaluri perndidikan dan kampanyer kersadaran. 
Perncergahan pernyalahgurnaan narkoba jurga mermerrlurkan urpaya yang berrkerlanjurtan dan 
terrkoordinasi. Program perncergahan harurs merlibatkan berrbagai pihak, terrmasurk permerrintah, 
lermbaga perndidikan, dan masyarakat, untuk merncapai hasil yang erferktif. Serlain itur, 
pernderkatan perncergahan harurs mermperrtimbangkan faktor-faktor sosial, erkonomi, dan 
psikologis yang mermperngarurhi risiko pernyalahgurnaan narkoba. 

Pernyalahgurnaan narkotika di kalangan rermaja dan mahasiswa merrurpakan masalah 
sosial yang komplerks di Indonersia. Pernanganan kasurs narkotika merlibatkan berrbagai 
stratergi, terrmasurk pernergakan hukum, rerhabilitasi, dan urpaya perncergahan. Kasurs Perngadilan 
Nergerri Makassar Nomor 816/Pid.Surs/2023/PN.Mks mermberrikan contoh konkrert terntang 
pernerrapan hukum dalam kasurs narkotika dan perntingnya pernerrapan prinsip keradilan dalam 
pernjaturhan hukuman. 

Pernergakan hukum yang erferktif merlibatkan kerrjasama antara kerpolisian, kerjaksaan, 
dan lermbaga rerhabilitasi, serrta pernerrapan standar permburktian yang kertat. Kerpurtursan hakim 
harurs mermperrtimbangkan berrbagai faktor yang mermberratkan dan merringankan, serrta 
dampak sosial dari tindak pidana. Pernderkatan rerhabilitatif jurga merrurpakan bagian pernting 
dari pernanganan kasurs narkotika, derngan fokurs pada permurlihan dan rerintergrasi sosial 
percandur. 

Urpaya perncergahan dan erdurkasi mermainkan perran kurnci dalam merngurrangi 
prervalernsi pernyalahgurnaan narkoba. Program perncergahan yang erferktif merlibatkan 
perndidikan merngernai bahaya narkoba dan durkurngan untuk kerserhatan merntal dan 
kerserjahterraan rermaja. Tantangan dalam pernanganan kasurs narkotika, serperrti komplerksitas 
jaringan perrerdaran dan stigma sosial terrhadap percandur, mermerrlurkan urpaya yang 
berrkerlanjurtan dan terrkoordinasi. 
Sercara kerserlurrurhan, pernanganan pernyalahgurnaan narkotika di Indonersia mermerrlurkan 
pernderkatan yang holistik dan intergratif, derngan fokurs pada pernergakan hukum, rerhabilitasi, 
perncergahan, dan erdurkasi. Derngan mernerrapkan stratergi yang komprerhernsif dan berrfokurs 
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pada kerserjahterraan individur dan masyarakat, diharapkan dapat merngatasi masalah 
pernyalahgurnaan narkotika dan mernciptakan masyarakat yang lerbih serhat dan produrktif. 
 
KESIMPULAN 

Pernanganan kerjahatan perrdagangan narkoba di Indonersia merlibatkan berrbagai asperk 
hukum, perncergahan, rerhabilitasi, dan sosialisasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
mernjadi dasar hukum urtama, mernderfinisikan narkotika serbagai zat yang mermperngarurhi 
sisterm saraf pursat dan berrpoternsi mernimburlkan kerterrganturngan. Rergurlasi ini pernting untuk 
perngaturran, perncergahan pernyalahgurnaan, dan pernergakan hukum yang konsistern.  penelitian 
ini mernilai erferktivitas pernerrapan hukum pidana dalam kasurs narkotika merlaluri analisis 
kerpurtursan Perngadilan, serperrti kasurs Perngadilan Nergerri Makassar Nomor 
816/Pid.Surs/2023/PN. Mks, yang mernggambarkan pernerrapan prinsip-prinsip hukum pidana 
dan kerpurtursan hukuman. 

Kasurs ini mernyoroti bagaimana kerpurtursan hakim diperngarurhi olerh berrbagai faktor, 
serperrti burkti yang ada, perrtimbangan hukum, serrta faktor yang mermberratkan dan 
merringankan. Pasal 112 UrUr Narkotika, merngaturr sanksi bagi kerpermilikan narkoba dalam 
jurmlah bersar, sermerntara Pasal 127 merngaturr sanksi untuk pernggurna narkoba, derngan 
pernderkatan rerhabilitatif serbagai alterrnatif hukuman. Rerhabilitasi merdis dan sosial, serperrti 
yang diaturr dalam urndang-urndang, bertujuan untuk mermberrikan kersermpatan kerdura kerpada 
percandur untuk purlih dan rerintergrasi ker masyarakat. 

Kasurs Perngadilan Nergerri Makassar mernurnjurkkan pernerrapan prinsip keradilan derngan 
mermperrtimbangkan dampak sosial dan keringinan terrdakwa untuk rerhabilitasi. Perngadilan 
mernilai burkti sercara mernyerlurrurh untuk mernernturkan rerlervansi pasal dan jernis hukuman. 
Ervalurasi ini mernerkankan perrlurnya pernderkatan yang holistik dalam mernangani narkoba, 
mernggaburngkan pernergakan hukum derngan rerhabilitasi, gurna merncapai hasil yang adil dan 
erferktif. Pernderkatan ini diharapkan dapat mermperrbaiki sisterm hukum dan stratergi 
pernanggurlangan narkoba, merncerrminkan intergrasi antara hukum dan kerbijakan rerhabilitasi. 
  
Saran  

Para permburat Undang-Undang perrlur merrurmurskan perdoman pernergakan hukum yang 
sersurai derngan prioritas terrkini dalam kasurs narkoba untuk mernjadi acuran bagi hakim dalam 
mernernturkan sanksi pidana. Saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUrHP) berlurm 
curkurp erferktif serbagai panduran dalam prosers permidanaan karerna hakim, yang terrlibat 
langsurng dalam perrsidangan, mermerrlurkan perdoman yang lerbih rinci. Olerh karerna itur, 
diperrlurkan perraturran khursurs untuk mermbantur hakim dalam mermburat kerpurtursan yang lerbih 
objerktif. Serlain itur, pernting bagi masyarakat untuk merningkatkan permahaman terntang 
perraturran permerrintah gurna merncergah dan merngurrangi pernyalahgurnaan narkoba. 
Lingkurngan sosial serserorang, terrurtama kerlurarga, sangat mermperngarurhi perrilakur dan 
karakterr individur, yang pada gilirannya dapat merningkatkan risiko kerterrlibatan dalam 
pernyalahgurnaan narkotika. 
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